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PENETAPAN 

Nomor …1/Pdt.P/20…2/PA/MS ... 3 

 الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH* ................ 4 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam 

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi 

kawin yang diajukan oleh: 

1. …………….,5 NIK ……6, tempat dan tanggal lahir…..7, agama  8, 

pendidikan…..9, pekerjaan…..10, bertempat tinggal di   11, 

Pemohon I; 

2. …………….12, NIK ……13, tempat dan tanggal lahir ...... 14, 

agama.....15, pendidikan…..16, pekerjaan…..17, bertempat tinggal di 

…..18, 

Pemohon II; 

………..** 

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon; 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* tersebut; Telah 

mempelajari berkas perkara; 

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal…..19 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*…..20 Nomor 

…..21 tanggal…..22 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

---- posita dan petitum permohonan ---- 
 
 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di 

persidangan; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai 

risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan 

berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib 

belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan 

psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

A.3 Template Penetapan Dispensasi Kawin Kabul 
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tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut 

dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan; 

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat 

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga 

menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon 

Suami/Istri*, dan kedua Orang Tua Calon Suami/Istri*; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko 

perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, 

tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan 

menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar 

keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami/Istri* yang bernama…..23 secara 

sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, 

seksual atau ekonomi; 

2. Bahwa Anak saat ini berusia…..24; 

3. Bahwa Anak (mengetahui/tidak mengetahui*) batas minimal usia menikah adalah 

19 (sembilan belas) tahun; 

4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur; 

5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan 

belas) tahun karena ................................................................................ 25; 

6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di… ................ 26 

mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun 

seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan 

dilahirkan; 

7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan 

untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga 

dengan calon pasangannya; 

8. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan, Anak menyatakan akan melanjutkan 

pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas meskipun menempuh 

secara non formal atau jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan / Bahwa 

terkait pendidikan, Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah 

atas/sederajat dan telah memiliki ijazah*; 

9. Bahwa… ........................ 27; 

10. Bahwa… ........................ 28; 
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Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami/Istri* 

mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun 

sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami/Istri* menyatakan telah 

mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin 

melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon 

Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Calon Suami/Istri* berstatus… ..................... 29; 

2. Bahwa Calon Suami/Istri* ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka 

sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau 

ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih…   30; 

3. Bahwa Calon Suami/Istri* saat ini berusia    31; 

4. Bahwa Calon Suami/Istri* (mengetahui/tidak mengetahui*) batas minimal usia 

menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun; 

5. Bahwa Calon Suami/Istri* mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah 

umur; 

6. Bahwa Calon Suami/Istri* tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 

(sembilan belas) tahun karena ....................................................................... 32; 

7. Bahwa Calon Suami/Istri* telah memperoleh informasi dan edukasi 

di………..…..33 mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 

(sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting 

bagi anak yang akan dilahirkan; 

8. Bahwa Calon Suami/Istri* menyatakan bahwa dirinya sehat dan 

menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun 

kehidupan rumah tangga dengan Anak; 

9. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan Anak, Calon Suami/Istri* bersedia 

membantu sepenuhnya kepada Anak untuk melanjutkan pendidikan sampai 

dengan setara sekolah menengah atas walaupun secara non formal melalui 

jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan; 

10. Bahwa Calon Suami/Istri* telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin 

kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu………………..34; (apabila anak yang 

dimohonkan Diska adalah laki-laki maka pertanyaan ini tidak perlu 

disampaikan) 

11. Bahwa… ...................... 35; 

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi 

kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan 

para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak ada hubungan 

kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram); 

2. Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon 

Suami/Istrinya*; 

3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk 

apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami/Istrinya*; 

4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan 

keluarganya sebagai………..36 dengan penghasilan sebesar .......................... 37 

(apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah perempuan) / 

Bahwa Anak memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan 

keluarganya sebagai………..38 dengan penghasilan sebesar ......................... 39; 

(apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah laki-laki) 

5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon 

Suami/Istri-nya*; 

6. Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) 

tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan 

karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun; 

7. Bahwa para Pemohon (mengetahui/tidak mengetahui) batas minimal usia 

menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun; 

8. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait 

kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya 

setelah anaknya dinikahkan; 

9. Bahwa… ................ 40; 

10. Bahwa… ............... 41; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon 

Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, 

sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami/Istri* menyatakan 

telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin 

melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang 

Tua Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak ada hubungan 

kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram); 

2. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* sepakat dan tetap ingin menikahkan 

Anak dengan Calon Suami/Istrinya*; 

3. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* tidak pernah melakukan paksaan dalam 

bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami/Istrinya*; 
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4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang 

kehidupan keluarga; (apabila anak yang dimohonkan Diska adalah laki-laki 

maka pertanyaan ini tidak perlu disampaikan) 

5. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* mengetahui jika para Pemohon sudah 

menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi 

mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 

19 (sembilan belas) tahun; 

6. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* (mengetahui/tidak mengetahui) batas 

minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun; 

7. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* berkomitmen untuk ikut bertanggung 

jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap 

anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan; 

8. Bahwa… ................ 42; 

9. Bahwa… ...............  43; 

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi/Asli* .............. 44 diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi/Asli*. ............. 45 diberi tanda P.2; 

3. Fotokopi/Asli*. ............. 46 diberi tanda P.3; 

4. Fotokopi/Asli* keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* diberi 

tanda P.4; 

5. Dst. 

B. Saksi: 

1. nama........47, umur............48, agama...........49, pekerjaan .......... 50, 

alamat.............51, hubungan dengan para pemohon............52, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa. ............. 53 

- Bahwa. ............. 54 

- Bahwa. ............. 55 

2. nama........56, umur............57, agama...........58, pekerjaan .......... 59, 

alamat.............60, hubungan dengan para pemohon............61, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa.…………62 

- Bahwa.…………63 
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- Bahwa. ............. 64 

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat 

dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Kompetensi Absolut dan Relatif 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi 

kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,  

dengan  demikian  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah*…   65                           

memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara       

a quo; 

Kedudukan para Pemohon* 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh 

karenanya para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a quo; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon 

adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 

(sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan 

mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar 

Anak diberikan dispensasi kawin; 
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Penasihatan Hakim 

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para 

Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri* dan Orang Tua/Wali* Calon Suami/Istri* guna 

memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan 

berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 

12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial 

dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya 

untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak 

tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para 

pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin 

melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya*. 

Keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon 

Suami/Istri* 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, 

para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, Hakim berpendapat sebagai 

berikut ............................................................................................................................ 66; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg* jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di 

atas; 

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P……67 serta saksi-saksi yaitu: 1. 

…………68, 2 ............... 69, 3 dst; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (..................70), P.2 (.................71), dan P.3 

(.................72), dst telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta 

autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan 

mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* jo. Pasal 1870 KUHPerdata, 

sehingga membuktikan bahwa ............. 73; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa keterangan dari (Psikolog, 

Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD))* telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, 

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai 

ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga 

membuktikan bahwa ............. ; 
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Menimbang, bahwa bukti P.....74 (………….75) dst telah memenuhi syarat 

formil dan materiel akan tetapi bukan merupakan akta autentik melainkan........76 

maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan jika dikaitkan 

dengan alat bukti...........77, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian 

sehingga membuktikan bahwa ….…78 (hasil penilaian hakim terhadap alat   

bukti…  79); 

Menimbang, bahwa bukti P....80 (.................81) dst ............. ; 

Menimbang, bahwa Saksi 1 (……………82) dan Saksi 2 (… .............. 83) serta 

Saksi 3 (…………..84) dst ……… telah memenuhi syarat formil dan materiel 

sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/172 R.Bg. dan Pasal 171 

dan Pasal 172 HIR/308 dan 309 R.Bg., dan keterangan satu sama lain saling 

berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa: 

1. ………..85; 

2. ………..86; 

3. Dst. 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan 

keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon 

Suami/Istri*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. …..87; 

2. …..88; 

3. Dst 

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon 

Suami/Istri* tidak ada larangan perkawinan secara syar’i sebagaimana ketentuan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 

sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk 

melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual 

dan/atau ekonomi dan para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami’Istri* juga 

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, 

kesehatan, dan pendidikan Anak. Hal demikian juga telah selaras dengan 

rekomendasi yang diberikan oleh (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))*; 
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…………………………………… (pertimbangan yang memperkuat bahwa 

permohonan dispensasi kawin sudah memenuhi alasan mendesak (dengan 

mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, 

aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan) sesuai dengan fakta hukum di 

persidangan) 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara 

Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik 

bagi anak (the best interests of the child), sebagaimana dimaksud di dalam 

ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai 

hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana 

para pihak bertempat tinggal; 

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah 

fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada 

kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam 

Penetapan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan 

adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi 

nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai 

istri/suami* belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, 

namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk 

melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan para 

Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak para 

Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N E T A P K A N: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama 

(……………………..89) untuk menikah dengan calon suami/istri* yang 

bernama (. ..................... 90); 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp…….. 91(…............................92); 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….93, tanggal ............... 94 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….95 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..96, ……………97, Penetapan tersebut telah 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim 

tersebut dan dibantu oleh .................... , sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 

oleh para Pemohon. 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….93, tanggal ............... 94 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….95 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..96, ……………97, Penetapan tersebut telah 

diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, 

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh …………98, sebagai Panitera Pengganti, 

serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon. 

Hakim, 
 

Ttd. 

…………………………99 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

………………………100 

 
Perincian Biaya: 

1. PNBP Rp...00,00 

2. Proses Rp...00,00 

3. Panggilan Rp...00,00 

4. Meterai Rp...00,00 

      Jumlah   Rp...00,00101 (…..……………………………102  Rupiah) 
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Keterangan 

* Hapus yang tidak diperlukan 
** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua 
orang tua, wali, kuasa, dll) 
1 Diisi dengan nomor perkara 
2 Diisi dengan tahun perkara 
3 Diisi dengan nama satuan kerja 
4 Diisi dengan nama satuan kerja 
5 Diisi dengan nama lengkap Pemohon I 
6 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 
7 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I 
8 Diisi dengan agama Pemohon I 
9 Diisi dengan pendidikan Pemohon I 
10 Diisi dengan pekerjaan Pemohon I 
11 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I 
12 Diisi dengan nama lengkap Pemohon II 
13 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 
14 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 
15 Diisi dengan agama Pemohon II 
16 Diisi dengan pendidikan Pemohon II 
17 Diisi dengan pekerjaan Pemohon II 
18 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II 
19 Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan 
20 Diisi dengan nama satuan kerja 
21 Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar 
22 Diisi dengan tanggal perkara terdaftar 
23 Diisi dengan nama calon istri/suami 
24 Diisi dengan usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin 
25 Diisi dengan alasan pengajuan dispensasi kawin oleh anak dari pemohon 
26 Diisi dengan tempat mendapatkan informasi dan edukasi 
27 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
28 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
29 Diisi dengan status perkawinan dari calon istri/suami 
30 Diisi dengan lamanya kenal atau berhubungan dengan calon istri/suami 
31 Diisi dengan usia dari calon istri/suami 
32 Diisi dengan alasan pengajuan dispensasi kawin oleh calon istri/suami anak dari pemohon 
33 Diisi dengan tempat mendapatkan informasi dan edukasi 
34 Diisi dengan keterangan pekerjaan dan penghasilan calon suami dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin 
35 Diisi dengan keterangan lainnya dari calon suami/istri yang relevan 
36 Diisi dengan nama pekerjaan calon istri/suami 
37 Diisi dengan jumlah pengahasilan calon istri/suami 
38 Diisi dengan nama pekerjaan anak 
39 Diisi dengan jumlah pengahasilan anak 
40 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
41 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
42 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
43 Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan 
44 Diisi dengan nama dari bukti P.1 
45 Diisi dengan nama dari bukti P.2 
46 Diisi dengan nama dari bukti P.3 - Diisi dengan P.4 surat keterangan dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) – jumlah alat bukti menyesuaikan 
47 Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon 
48 Diisi dengan umur saksi 1 dari pemohon 
49 Diisi dengan agama saksi 1 dari pemohon 
50 Diisi dengan pekerjaan saksi 1 dari pemohon 
51 Diisi dengan alamat saksi 1 dari pemohon 
52 Diisi dengan hubungan saksi 1 dengan pemohon 
53 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
54 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
55 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
56 Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon 
57 Diisi dengan umur saksi 2 dari pemohon 
58 Diisi dengan agama saksi 2 dari pemohon 
59 Diisi dengan pekerjaan saksi 2 dari pemohon 
60 Diisi dengan alamat saksi 2 dari pemohon 
61 Diisi dengan hubungan saksi 2 dengan pemohon 
62 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
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63 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
64 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
65 Diisi dengan nama satuan kerja 
66 Diisi dengan pertimbangan hakim terhadap keterangan anak, calon suami/istri, para pemohon dan orang tua calon 
suami/istri 
67 Diisi dengan jumlah terakhir dari bukti yang di ajukan oleh pemohon 
68 Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon 
69 Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon 
70 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.1 dari pemohon 
71 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.2 dari pemohon 
72 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.3 dari pemohon 
73 Diisi dengan pertimbangan hakim 
74 Diisi dengan nomor alat bukti 
75 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
76 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
77 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
78 Diisi dengan pertimbangan hakim 
79 Diisi dengan keterangan bukti 
80 Diisi dengan nomor alat bukti 
81 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
82 Diisi dengan nama saksi 1 
83 Diisi dengan nama saksi 2 
84 Diisi dengan nama saksi 3 
85 Diisi dengan pertimbangan hakim 
86 Diisi dengan pertimbangan hakim 
87 Diisi dengan fakta hukum 
88 Diisi dengan fakta hukum 
89 Diisi dengan nama anak para pemohon dispensasi kawin 
90 Diisi dengan nama calon suami/istri 
91 Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara 
92 Diisi dengan terbilang jumlah biaya 
93 Diisi dengan hari penetapan 
94 Diisi dengan tanggal masehi penetapan 
95 Diisi dengan tanggal hijriah penetapan 
96 Diisi dengan nama satuan kerja 
97 Diisi dengan nama hakim 
98 Diisi dengan nama panitera pengganti 
99 Diisi dengan tanda tangan hakim 
100 Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti 
101 Diisi dengan jumlah angka 
102 Diisi dengan jumlah terbilang 
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Nomor …1/Pdt.P/20…2/PA/MS*. ... 3 

 الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH*. ...... 4 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam 

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan oleh: 
1. …………….,5 NIK ……,6 tempat dan tanggal lahir…..,7 agama  ,8 

pendidikan…..,9 pekerjaan…..,10 bertempat tinggal di   ,11 

Pemohon I; 

2. …………….,12 NIK ……,13 tempat dan tanggal lahir ...... ,14 

agama.....,15 pendidikan…..,16 pekerjaan…..,17 bertempat tinggal di 

…..,18 

Pemohon II; 

………..** 

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon; 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal…..19 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*…..20 Nomor 

…..21 tanggal…..22 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

---- posita dan petitum permohonan ---- 
 
 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di 

persidangan; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai 

risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan 

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib 

belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan 

psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko 

tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan; 

A.1 Template Penetapan Dispensasi Kawin Tidak Dapat Diterima 
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Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan  dengan pembacaan  surat 

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga telah 

menghadirkan Anak, Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak tersebut 

mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun 

sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan 

risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, 

selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang 

tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa …..23; 

2. Bahwa ….24; 

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi 

kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan 

para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa… ................. 25; 

2. Bahwa… ................. 26; 

3. Dst. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak dapat 

menghadirkan Calon Suami/Istri* dan Orang Tua Calon Suami/Istri* meskipun 

telah  diberikan  kesempatan  oleh  Hakim  pada  sidang  tanggal…   27, 

tanggal………..28 dan tanggal… ............. 29; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat 

dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Kompetensi Absolut dan Relatif 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi 

kawin berdasarkan Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya pada angka 9 Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009; 
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Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin,  dengan  demikian  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah*    30 

memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara 

a quo; 

Kedudukan para Pemohon* 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh 

karenanya para Pemohon memiliki legal standing terhadap perkara a quo; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon 

adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 

(sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan 

mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar 

Anak diberikan dispensasi kawin; 

Penasihatan Hakim 

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para 

Pemohon dan Anak guna memastikan agar mereka memahami risiko perkawinan 

di bawah umur, terpenuhinya wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak, 

kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi 

anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun 

karena para Pemohon tidak dapat menghadirkan calon suami/istri* dan 

orangtua/wali* calon suami/istri*, maka nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 

ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi; 

Syarat Formil Permohonan 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Dispensasi Kawin, para Pemohon wajib menghadirkan Anak, Calon Suami/Istri*, 

dan Orangtua/Wali* Calon Suami/Istri*, namun oleh karena para Pemohon tidak 

dapat menghadirkan Calon Suami/Istri* dan Orangtua/Wali* Calon Suami/Istri* 

meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
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Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon 

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N: 

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard); 

- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp……..31 (… ...........................)32; 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….33, tanggal ................ 34 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….35 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..36, ……………37, Penetapan tersebut telah 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim 

tersebut dan dibantu oleh .................... , sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 

oleh para Pemohon. 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….33, tanggal ............... 34 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….35 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..36, ……………37, Penetapan tersebut telah 

diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, 

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh …………38, sebagai Panitera Pengganti, 

serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon. 

Hakim, 

Ttd. 

…………………………39 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

………………………40 
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Perincian Biaya: 

1. PNBP Rp...00,00  

2. Proses Rp...00,00  

3. Panggilan Rp...00,00  

4. Meterai Rp...00,00  

       Jumlah             Rp...00,0041 (……………………………42 Rupiah) 
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Keterangan: 

* Hapus yang tidak diperlukan 
** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua 
orang tua, wali, kuasa, dll) 
1 Diisi dengan nomor perkara 
2 Diisi dengan tahun perkara 
3 Diisi dengan nama satuan kerja 
4 Diisi dengan nama satuan kerja 
5 Diisi dengan nama lengkap Pemohon I 
6 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 
7 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I 
8 Diisi dengan agama Pemohon I 
9 Diisi dengan pendidikan Pemohon I 
10 Diisi dengan pekerjaan Pemohon I 
11 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I 
12 Diisi dengan nama lengkap Pemohon II 
13 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 
14 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 
15 Diisi dengan agama Pemohon II 
16 Diisi dengan pendidikan Pemohon II 
17 Diisi dengan pekerjaan Pemohon II 
18 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II 
19 Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan 
20 Diisi dengan nama satuan kerja 
21 Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar 
22 Diisi dengan tanggal perkara terdaftar 
23 Diisi dengan keterangan anak 
24 Diisi dengan keterangan anak 
25 Diisi dengan keterangan para pemohon 
26 Diisi dengan keterangan para pemohon 
27 Diisi dengan tanggal sidang pertama 
28 Diisi dengan tanggal sidang kedua 
29 Diisi dengan tanggal sidang ketiga 
30 Diisi dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 
31 Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara 
32 Diisi dengan terbilang biaya dari jumlah perkara 
33 Diisi dengan hari penetapan 
34 Diisi dengan tanggal masehi penetapan 
35 Diisi dengan tanggal hijriah penetapan 
36 Diisi dengan nama satuan kerja 
37 Diisi dengan nama hakim 
38 Diisi dengan nama panitera pengganti 
39 Diisi dengan tanda tangan hakim 
40 Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti 
41 Diisi dengan jumlah angka 
42 Diisi dengan jumlah terbilang 
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 الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH* ................ 4 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam 

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan oleh: 
1. …………….,5 NIK ……,6 tempat dan tanggal lahir…..,7 agama  ,8 

pendidikan…..,9 pekerjaan…..,10 bertempat tinggal di   ,11 

Pemohon I; 

2. …………….,12 NIK ……,13 tempat dan tanggal lahir ...... ,14 

agama.....,15 pendidikan…..,16 pekerjaan…..,17 bertempat tinggal di 

…..,18 

Pemohon II; 

………..** 

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon; 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal…..19 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*…..20 Nomor 

…..21 tanggal…..22 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

---- posita dan petitum permohonan ---- 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di 

persidangan; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai 

risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan 

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib 

belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan 

psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko 

tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan; 

A.2 Template Penetapan Dispensasi Kawin Ditolak 
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Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat 

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga 

menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon 

Suami/Istri*, dan Orang Tua Calon Suami/Istri*; 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko 

perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di 

atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi 

dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim 

mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak 

tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin ........................ ;23 

2. Bahwa… .......................... ;24 

3. Dst. 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami/Istri* 

mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun 

sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami/Istri* menyatakan telah 

mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin 

melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon 

Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa calon suami/istri* anak yang dimohonkan dispensasi kawin 

berstatus… ..................... 25; 

2. Bahwa… ......................... 26; 

3. Dst. 

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi 

kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan 

para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa… ................. 27; 

2. Bahwa… ................. 28; 

3. Dst. 

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon 

Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia perkawinan sebagaimana 

tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami/Istri* menyatakan telah 

mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin 

melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang 

Tua Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa… ................. 29; 
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2. Bahwa… ................. 30; 

3. Dst. 

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi/Asli* .............31diberi tanda P.1 

2. Fotokopi/Asli*..............32diberi tanda P.2 

3. Fotokopi/Asli*..............33diberi tanda P.3 

4. Fotokopi/Asli* keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* diberi 

tanda P.4 

5. Dst. 

B. Saksi: 

1. nama........34, umur............35, agama...........36, pekerjaan .......... 37, 

alamat....................................38, hubungan dengan para Pemohon ........... 39, 

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa. ............. 40; 

- Bahwa. ............. 41; 

- Bahwa. ............. 42; 

2. nama........43, umur............44, agama...........45, pekerjaan .......... 46, 

alamat....................................47, hubungan dengan para Pemohon ........... 48, 

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa. .............. 49; 

- Bahwa. .............. 50; 

- Bahwa. .............. 51; 

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat 

dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Kompetensi Absolut dan Relatif 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah* berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
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orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi 

kawin berdasarkan Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya pada angka 9 Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin,  dengan  demikian  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah*    52 

memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara 

a quo; 

Kedudukan para Pemohon* 

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh 

karenanya para Pemohon memiliki legal standing terhadap perkara a quo; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon 

adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 

(sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk 

menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan 

dispensasi kawin; 

Penasihatan Hakim 

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para 

Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri* dan Orang Tua/Wali* Calon Suami/Istri* guna 

memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan 

berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 

12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial 

dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya 

untuk meneruskan permohonannya dan menunda perkawinan Anak sampai Anak 

tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para 

pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin 

melangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya*. 
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Keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon 

Suami/Istri* 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, 

para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, Hakim berpendapat sebagai 

berikut ............................................................................................................................ 53; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg* jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di 

atas; 

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P……54 serta saksi-saksi yaitu:  1. 

…………,55 2. Dst56; 

Menimbang, bahwa bukti P*.....57 (.................58), P*......59 (. ................ 60), 

dan P*. ......61 (.................62), dst telah memenuhi syarat formil dan materiel 

sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 

dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* jo. Pasal 1870 

KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa ........................63; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa keterangan dari (Psikolog, 

Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD))* telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, 

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai 

ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga 

membuktikan bahwa ............. ; 

Menimbang, bahwa bukti P*.....64 (. ............... 65) dst telah memenuhi syarat 

formil dan materiil akan tetapi bukan merupakan akta otentik melainkan ............ 66 

maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan jika dikaitkan 

dengan alat bukti*...........67 ,maka telah memenuhi batas minimal pembuktian 

sehingga membuktikan bahwa* ............. 68; 

Menimbang, bahwa bukti P....69* (.................70) dst ............. 71; 

Menimbang, bahwa Saksi 1 (……………72) dan Saksi 2 ( ................ 73) serta 

Saksi 3* (…………..74) telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi 

sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan 

keterangan satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga 

membuktikan bahwa: 

1. ………..75; 

2. ………..76; 
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3. Dst. 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan 

keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon 

Suami/Istri*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. …..77; 

2. …..78; 

3. Dst 

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon 

Suami/Istri* tidak ada larangan perkawinan secara syar’i sebagaimana ketentuan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai 

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak tidak siap untuk 

melangsungkan perkawinan, baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi* dan hal 

demikian juga telah dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh (Psikolog, 

Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD))*; 

 
…………………………………………….. (pertimbangan yang memperkuat 

bahwa permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi alasan mendesak (dengan 

mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, 

aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan) sesuai dengan fakta hukum di 

persidangan) 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara 

Anak dan Calon Suami/Istrinya* bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interests of the child), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan 

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan 

lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak 

bertempat tinggal; 
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Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud kaidah fikih 

yang menyatakan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada 

kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan 

dalam Penetapan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim 

berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan yang 

sangat mendesak atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para 

Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon ditolak; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N: 

1. Menolak permohonan para Pemohon; 

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp……..79 (… ...........................80); 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….81, tanggal ............... 82 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….83 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..84, ……………85, Penetapan tersebut telah 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim 

tersebut dan dibantu oleh .................... , sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 

oleh para Pemohon. 

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK] 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ….….81, tanggal ............... 82 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….83 Hijriah oleh Hakim Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah………..84, ……………85, Penetapan tersebut telah 

diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, 

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh …………86, sebagai Panitera Pengganti, 

serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon. 
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Hakim, 

Ttd. 

…………………………87 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

. ................................ 88 

 
 
 

 
Perincian Biaya: 

1. PNBP Rp...00,00  

2. Proses Rp...00,00  

3. Panggilan Rp...00,00  

4. Meterai Rp...00,00  

       Jumlah             Rp...00,0089 (……………………………90 Rupiah) 
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Keterangan 

* Hapus yang tidak diperlukan 
** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua 
orang tua, wali, kuasa, dll) 
1 Diisi dengan nomor perkara 
2 Diisi dengan tahun perkara 
3 Diisi dengan nama satuan kerja 
4 Diisi dengan nama satuan kerja 
5 Diisi dengan nama lengkap Pemohon I 
6 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 
7 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I 
8 Diisi dengan agama Pemohon I 
9 Diisi dengan pendidikan Pemohon I 
10 Diisi dengan pekerjaan Pemohon I 
11 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I 
12 Diisi dengan nama lengkap Pemohon II 
13 Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 
14 Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II 
15 Diisi dengan agama Pemohon II 
16 Diisi dengan pendidikan Pemohon II 
17 Diisi dengan pekerjaan Pemohon II 
18 Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II 
19 Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan 
20 Diisi dengan nama satuan kerja 
21 Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar 
22 Diisi dengan tanggal perkara terdaftar 
23 Diisi dengan keterangan anak 
24 Diisi dengan keterangan anak 
25 Diisi dengan keterangan calon suami/istri 
26 Diisi dengan keterangan calon suami/istri 
27 Diisi dengan keterangan para Pemohon 
28 Diisi dengan keterangan para Pemohon 
29 Diisi dengan keterangan orang tua calon suami/istri 
30 Diisi dengan keterangan orang tua calon suami/istri 
31 Diisi dengan nama dari bukti P.1 
32 Diisi dengan nama dari bukti P.2 
33 Diisi dengan nama dari bukti P.3 - Diisi dengan P.4 surat keterangan dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) – jumlah alat bukti menyesuaikan 
34 Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon 
35 Diisi dengan umur saksi 1 dari pemohon 
36 Diisi dengan agama saksi 1 dari pemohon 
37 Diisi dengan pekerjaan saksi 1 dari pemohon 
38 Diisi dengan alamat saksi 1 dari pemohon 
39 Diisi dengan hubungan saksi 1 dengan pemohon 
40 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
41 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
42 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
43 Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon 
44 Diisi dengan umur saksi 2 dari pemohon 
45 Diisi dengan agama saksi 2 dari pemohon 
46 Diisi dengan pekerjaan saksi 2 dari pemohon 
47 Diisi dengan alamat saksi 2 dari pemohon 
48 Diisi dengan hubungan saksi 2 dengan pemohon 
49 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
50 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
51 Diisi dengan keterangan dari saksi 1 
52 Diisi dengan nama satuan kerja 
53 Diisi dengan pertimbangan hakim terhadap keterangan anak, calon suami/istri, para pemohon dan orang tua calon 
suami/istri 
54 Diisi dengan jumlah terakhir dari bukti yang di ajukan oleh pemohon 
55 Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon 
56 Diisi dengan nama saksi 2 dst dari pemohon 
57 Diisi dengan P.1 dari pemohon 
58 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.1 dari pemohon 
59 Diisi dengan P.2 dari pemohon 
60 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.2 dari pemohon 
61 Diisi dengan P.3 dari pemohon 
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62 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.3 dari pemohon 
63 Diisi dengan pertimbangan hakim – jumlah alat bukti para pemohon disesuaikan 
64 Diisi dengan nomor alat bukti 
65 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
66 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
67 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
68 Diisi dengan pertimbangan hakim 
69 Diisi dengan keterangan bukti 
70 Diisi dengan nomor alat bukti 
71 Diisi dengan nama atau jenis alat bukti 
72 Diisi dengan nama saksi 1 
73 Diisi dengan nama saksi 2 
74 Diisi dengan nama saksi 3 
75 Diisi dengan pertimbangan hakim 
76 Diisi dengan pertimbangan hakim 
77 Diisi dengan fakta hukum 
78 Diisi dengan fakta hukum 
79 Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara 
80 Diisi dengan terbilang jumlah biaya 
81 Diisi dengan hari penetapan 
82 Diisi dengan tanggal masehi penetapan 
83 Diisi dengan tanggal hijriah penetapan 
84 Diisi dengan nama satuan kerja 
85 Diisi dengan nama hakim 
86 Diisi dengan nama panitera pengganti 
87 Diisi dengan tanda tangan hakim 
88 Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti 
89 Diisi dengan jumlah angka 
90 Diisi dengan jumlah terbilang 


